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Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/MS.STR 

PUTUSAN 
Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Str 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam 

sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara: 

Masyuri bin Syafaruddin, NIK 1117042505800003, tempat Tanggal Lahir 

Simpang Balik 25 Mei 1980, agama Islam, pendidikan 

Terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di 

Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam 

Kabupaten Bener Meriah. Nomor Handphone 

082369071166, dalam hal ini menggunakan domisili 

elektronik dengan alamat email: masyuri918 

@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; 

melawan 

Juanti binti Warsino, NIK:1116076407870003, tempat Tanggal Lahir Blok 

Delapan24 Juli 1987, agama Islam, pendidikanTerakhir 

SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamatdi 

KampungSimpang Balik,Kecamatan Wih Pesam 

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai 

Termohon; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; 

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang 

diajukan Pemohon di persidangan; 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 

24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah 

Simpang Tiga Redelong pada tanggal 26 Januari 2022, tercatat sebagai 

perkara dengan register Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.STR, yang isinya sebagai 

berikut; 

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara 

Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamiang Hulu, 

Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 

0057/013/IV/2016 tertanggal 21 April 2016; 

2. Bahwa saat menikah tersebut Pemohon bersatus Duda dan Termohon 

berstatus Perawan; 

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

kediaman Pemohon di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam 

Kabupaten Bener Meriah; 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah 

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan tidak dikarunia anak; 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan 

Termohon hanya berlangsung sampai dengan 5 (lima) tahunsaja, karena 

setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus 

menerus, yang penyebabnya antara lain adalah: 

 Bahwa Termohon sudah pergi dari rumah dan meninggalkan Pemohon 

selama 3 (tiga) tahun; 

 Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Termohon tidak 

mau dibimbing dan dinasehati oleh Pemohon; 

 Bahwa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain; 

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 01 

januari 2019, pada saat itu Termohon berpamitan pulang menjenguk 

nenek Termohon yang sedang sakit di Kampung Kaloy, Kecamatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, setelah seminggu Termohon 

disana kemudian Pemohon menelpon Termohon ,saat itu juga Termohon 

mengatakan “saya tidak mau pulang lagi kerumah” ucap Termohon 

kepada Pemohon , hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah 

tidak hidup bersama lagi. 

7. Bahwa pihak keluarga maupun aparat kampung telah berupaya 

mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil; 

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana 

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan 

dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk 

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar 

percek-cokan, pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin 

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan 

permohonan cerai talak ini dikabulkan; 

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon 

mohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk 

berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: 

PRIMER: 

1. MengabulkanPermohonanPemohonseluruhnya; 

2. MemberiizinkepadaPemohon (Masyuri Bin Syafaruddin) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon(Juanti Binti Warsino) di 

depan siding Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong setelah 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon. 

SUBSIDER: 

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet bono). 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon 

menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan 

tidak pula menyuruh  orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk 

menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan 

cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 27 

Januari 2022 dan 07 Februari 2022, serta ketidakhadirannya tidak 

berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan 

dengan tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat  

kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan 

Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga 

tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke 

persidangan; 

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan 

permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka 

jawabannya tidak dapat didengar;   

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masyuri (Pemohon) NIK 

1117042505800003 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan di Bener 

Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf 

dan diberi tanda P.1 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/013/IV/2016 tanggal 21 April 

2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti 

surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua 

Majelis diberi tanda P.2; 

B. Saksi 

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Pendere 01 Januari 1968, agama Islam, 

pendidikan SLTA, xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Simpang Balik, 

Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar 

keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai 

berikut; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon 

merupakan anak kandung saksi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang 

sah; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung 

Simpang Balik , kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah; 

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 

anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak 

harmonis lagi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 

kurang lebih 3 (tiga) tahun; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Termohon tidak kembali 

lagi, dahulu Termohon hanya izin jenguk neneknya beberapa hari, 

namun sampai sekarang tidak kembali; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat 

kampung tetapi tidak berhasil; 

 2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Bener Meriah 01 Juni 1957, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/MS.STR 

Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener 

Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah 

sumpah, menerangkan sebagai berikut; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon 

merupakan keponakan saksi; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang 

sah; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung 

Blang Kucak , kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah; 

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 

anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak 

harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 

kurang lebih 3 (tiga) tahun; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat 

kampung tetapi tidak berhasil; 

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon 

membenarkannya dan tidak keberatan; 

Bahwa selanjutnya Pemohon  tidak mengajukan apapun lagi dalam 

persidangan ini dan Pemohon  telah mengajukan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin 

bercerai dengan Termohon dan mohon putusan; 

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam 

Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian 

dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon 

termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 

ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 

66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan 

absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk 

mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan 

lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 27 Januari 2022 dan 07 

Februari 2022, Termohon  telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya 

tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga 

Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam 

persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil 

Permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan 

Permohonan Pemohon  tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, 

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon  

dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. 

Bg; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada 

pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. 

Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI 

Disclaimer
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Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, 

akan tetapi karena Termohon  tidak pernah hadir dalam persidangan, maka 

haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;  

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di 

persidangan, maka kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada 

Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya 

Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di 

pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini; 

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atas nama Masyuri (Pemohon) NIK 1117042505800003 tanggal 

14-05-12 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai 

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat 

bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat 

bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah 

memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut 

membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum 

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai 

telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh 

karenannya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan 

pembuktian sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 

berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/013/IV/2016 tanggal 21 April 

2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, menurut Majelis Hakim 

telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat 

diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti 

bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat 
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dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian 

Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini 

(Persona Standi In Judicio);  

 Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, 

sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 

s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan 

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon 

karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi 

karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebuh 3 (tiga) tahun, oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, 

sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 

s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar 

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi 

pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena 

Termohon dan Pemohon telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak 

pernah bersama lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 
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keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 

R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan 

keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang 

sah yang telah menikah pada tanggal 21 April 2016; 

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

- Bahwa akibat dari Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 

lebih kurang 3 (tiga) Tahun sampai dengan perkara ini disidangkan tidak 

lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 

menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk 

diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah 

pecah; 

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon 

dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal 

selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan perkara ini disidangkan 

tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal 

tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam 

rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, 

sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera 

sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan; 

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran 

yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, 

apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka 
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sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena 

kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini 

sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada 

ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya 

diakhiri saja;  

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah 

merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat 

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, 

Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon 

dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada 

mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi 

untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah 

perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang 

berkepanjangan; 

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan 

Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di 

persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar 

mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap 

dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan : 

1. Dalil Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 227: 

 

Artinya: “Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka   

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi 

syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum 

Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk 
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menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon adalah beralasan oleh 

karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua 

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Masyuri bin Syafaruddin) untuk 

menjatuhkan talak 1 (satu) Raj’i terhadap Termohon (Juanti binti 

Warsino) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah); 

 Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim 

Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 

2022 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah,  Oleh kami TAUFIK 

RAHAYU SYAM, S.H.I, M.Si sebagai Ketua Majelis, ZAHRUL BAWADY, Lc 

dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam 

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim 
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Anggota yang sama, dibantu oleh  SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai 

Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis 
 

 
 

TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I, M.Si 
Hakim Anggota Hakim Anggota 

 

 

ZAHRUL BAWADY, Lc      ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H 
Panitera Pengganti 

 
 

 
SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I 

 

Perincian Biaya: 
1. Biaya Pendaftaran     : Rp.      30.000,00 
2. Biaya Proses      : Rp.      50.000,00 
3. Biaya Panggilan Termohon   : Rp.    160.000,00 
4. Biaya PNBP Panggilan    : Rp.      20.000,00 
3. Biaya Redaksi     : Rp.      10.000,00 
4. Biaya Materai     : Rp.      10.000,00 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jumlah      : Rp.    280.000,00 
(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah); 
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